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Abstrak: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan 

Desa Pameuntasan melalui pelatihan prinsip good governance dan penguatan kapasitas administrasi perangkat 
desa. Kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan partisipatif, workshop digitalisasi administrasi, pendampingan 
penyusunan SOP, dan evaluasi implementasi. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan 
keterampilan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa secara lebih profesional, transparan, dan 
efisien. Fokus kegiatan adalah Aparatur Desa dimana untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan 
aparatur desa agar mampu menjalankan tugas secara efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. 
Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu perangkat desa yang kurang kompoten, minim pelatihan dan 
pendidikan, dan juga kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prisip good governance. 
Berdasarakan analisis situasi, target luaran solusi yang ingin dicapai adalah Aparatur desa memiliki 
pemahaman yang lebih baik tentang prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan 
partisipasi). Masyarakat merasakan adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan publik desa. Dan Terbentuk 
pola kerja kolaboratif dan terbuka antarperangkat desa. Hasil dari Pengabdian Kepada Masayarakat ini, 
diharapkan Aparatur Desa tercapai beberapa hasil konkret yang dapat memberikan dampak langsung maupun 
jangka panjang bagi Desa Pameuntasan, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Dan Tingkat pemahaman 
perangkat desa terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti 
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi mengalami peningkatan setelah diberikan pelatihan dan 
pendampingan. 

Kata Kunci : Desa; pemerintah; administrasi. kolaboratif; pelatihan. 

Abstract: This Community Service Activity aims to strengthen the governance of Pameuntasan Village through 
training on the principles of good governance and strengthening the administrative capacity of village officials. 
The activity was carried out through participatory training, administrative digitalization workshops, assistance in 
preparing SOPs, and implementation evaluations. This activity succeeded in increasing the understanding and 
skills of village officials in running village government more professionally, transparently, and efficiently. The 
focus of the activity is the Village Apparatus where to increase the individual and institutional capacity of village 
officials so that they are able to carry out their duties effectively, transparently, accountably, and participatively. 
The problems faced by partners are less competent village officials, minimal training and education, and also a 
lack of understanding of the principles of good governance. Based on the situation analysis, the target output of 
the solution to be achieved is that the village apparatus has a better understanding of the principles of good 
governance (transparency, accountability, effectiveness, and participation). The community feels an increase in 
the quality of village public services. And a collaborative and open work pattern is formed between village 
officials. As a result of this Community Service, it is hoped that Village Officials will achieve several concrete 
results that will have both immediate and long-term impacts on Pameuntasan Village, particularly for village 
government officials. Furthermore, village officials' understanding of the principles of good governance, such as 
transparency, accountability, participation, and efficiency, has increased after receiving training and mentoring. 

Keywords : Village; government; administration. collaborative; training. 

1. Pendahuluan 

Tata kelola pemerintahan desa adalah cara dan proses penyelenggaraan administrasi, 

pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat desa yang dilakukan secara terstruktur, transparan, 

akuntabel, partisipatif, dan responsif. Tata kelola ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa 
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yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa serta mendorong 

pembangunan desa yang berkelanjutan [1].  Tata kelola pemerintahan desa adalah proses 

pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan atas sumber daya dan kebijakan di tingkat desa oleh 

pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Beberapa aspek 

tata kelola pemerintahan desa meliputi : [2] 

1. Struktur organisasi pemerintahan desa disusun agar dapat memfasilitasi koordinasi, pengambilan 

keputusan, dan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Struktur organisasi pemerintahan desa 

terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. 

2. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat desa 

harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan 

memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa. 

3. Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah desa harus mengedepankan transparansi dan 

akuntabilitas dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya. Hal ini termasuk dalam 

proses anggaran, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan. 

4. Pengelolaan aset desa: Pemerintah desa harus bertanggung jawab dalam mengelola aset desa 

seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. 

5. Pemberdayaan masyarakat: Pemerintah desa harus berperan aktif dalam memberdayakan 

masyarakat desa, baik melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik maupun melalui 

program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

6. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan: Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap 

tindakan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Dalam tata kelola pemerintahan desa, peran dan tanggung jawab setiap elemen pemerintah 

desa dan masyarakat desa sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang 

berkelanjutan dan berdaya saing [3]. Di desa juga terdapat beberapa organisasi yang berperan 

penting dalam partisipasi pengelolaan dan pengembangan desa. Beberapa organisasi tersebut antara 

lain : [4] 

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): BPD adalah organisasi perwakilan masyarakat desa yang 

berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. 

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD): LPMD adalah organisasi yang berperan 

dalam mengembangkan potensi masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan, 

seperti pelatihan dan pembinaan usaha kecil dan menengah. 

3. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD): KPMD adalah anggota masyarakat desa yang 

memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat 

berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 

4. Rukun Tetangga (RT): RT adalah organisasi yang terdiri dari warga yang tinggal dalam satu RT 

atau satu blok. RT dipimpin oleh seorang Ketua RT yang dipilih oleh masyarakat di RT tersebut. 

Tugas utama RT adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RT, serta melakukan 

kegiatan sosial dan kebersihan di lingkungan tersebut. RT juga berperan dalam melaksanakan 

program-program pemerintah di tingkat RT, seperti program keamanan lingkungan, pemantauan 

lingkungan, dan program kebersihan lingkungan. 

5. Rukun Warga (RW): RW adalah organisasi yang terdiri dari beberapa RT yang ada di suatu 

wilayah atau kelurahan. RW dipimpin oleh seorang Ketua RW yang dipilih oleh masyarakat di RW 

tersebut. Tugas utama RW adalah mengkoordinasikan kegiatan RT-RT yang ada di wilayah RW, 

serta melaksanakan program-program pemerintah di tingkat RW, seperti program keamanan 

lingkungan, pemantauan lingkungan, dan program kebersihan lingkungan. RW juga berperan 

dalam menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain di tingkat 

kelurahan. 
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6. Karang Taruna: Karang Taruna adalah organisasi yang berperan dalam mengembangkan potensi 

pemuda desa melalui program-program seperti pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, dan 

kegiatan keagamaan. 

7. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK): PKK adalah organisasi yang berperan dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui program-program seperti 

kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. 

8. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): BUMDes adalah organisasi yang berperan dalam 

mengembangkan sektor usaha di desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa 

melalui kegiatan usaha seperti produksi, jasa, dan perdagangan. 

Kesemuanya berperan dalam mengelola dan mengembangkan desa secara holistik dan 

bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan. 

Desa Pameuntasan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, 

yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam cukup baik [5]. Namun 

Berdasarkan penjajagan awal, terdapat permasalahan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, 

masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan publik.[6] Berdasarkan hasil analisis situasi tersebut, maka dipandang perlu adanya 

upaya peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perangkat 

di Desa Pameuntasan [7].  

Dan pemasalahanya diantaranya sebagai berikut : 

1. Perangkat desa yang kurang kompoten,  

Dimana Perangkat desa cenderung bekerja secara reaktif, bukan proaktif. Mereka mungkin 

menunggu masalah datang daripada mencari solusi atau berinovasi untuk meningkatkan 

pelayanan. 

2. Minim pelatihan dan pendidikan,  

Dimana Perangkat desa tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya pelatihan yang 

berkualitas, baik karena keterbatasan anggaran desa maupun ketersediaan lembaga pelatihan 

yang relevan. 

3. Dan juga kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prisip good governance 

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa seringkali hanya sebatas formalitas, di mana 

keputusan sudah dibuat sebelumnya. Ini mengurangi partisipasi aktif warga dan membuat program 

pembangunan tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan riil. 

Ketiga permasalahan ini saling terkait dan menciptakan lingkaran setan. Minimnya pelatihan 

dan pendidikan menyebabkan kurangnya kompetensi perangkat desa, yang pada akhirnya membuat 

mereka tidak mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance. Untuk mengatasi ini di Desa 

Pameuntasan, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada satu aspek, melainkan 

pada peningkatan kapasitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara terintegrasi. 

2. Metode Pelaksanaan Pengabdian 

Sasaran Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah Aparatur Desa Pameuntasan 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini 

dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang melibatkan langsung aparatur Desa 

Pameuntasan dalam seluruh proses. Metode yang digunakan terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: 

1. Sosialisasi Program 

Kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat desa untuk 

menjelaskan tujuan, manfaat, dan rencana pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dilakukan dalam 
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bentuk pertemuan tatap muka, dengan penyampaian materi singkat dan pemetaan kebutuhan 

mitra. Tujuan: membangun komitmen bersama dan kesiapan aparatur desa untuk terlibat aktif. 

2. Pelatihan (Training) 

Pelatihan diberikan kepada seluruh perangkat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan terkait: Prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

efektivitas), Tata kelola administrasi desa, Penggunaan alat bantu digital sederhana untuk surat 

menyurat dan data warga.[8] Metode pelatihan bersifat interaktif: penyampaian materi, simulasi, 

studi kasus, dan praktik langsung. 

3. Diskusi dan Evaluasi Bersama 

Diskusi kelompok dilakukan setelah pelatihan dan bimtek untuk: Menyerap umpan balik dari 

peserta,Menyepakati SOP dan prosedur kerja yang akan diterapkan,Merancang tindak lanjut 

kegiatan secara mandiri oleh desa. 

4. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap perubahan perilaku 

kerja aparatur. 

Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah pemberian materi dengan cara ceramah, 

diskusi interaktif tentang Tata kelola Pemerintahan Desa[9] Pameuntasan. Langkah-langkah 

operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara 

preventif akomodatif untuk meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula[10], maka tim akan 

melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan “Tata Kelola 

Pemerintahan Desa dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perangkat Desa[11] Pameuntasan”. 

3. Hasil dan Pembahasan 

 Pengabdian masyarakat di Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten 

Bandung, difokuskan pada penguatan kapasitas perangkat desa untuk meningkatkan tata kelola 

pemerintahan. Program ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan yang telah teridentifikasi, 

yaitu kurangnya kompetensi perangkat desa, minimnya pelatihan, dan rendahnya pemahaman 

terhadap prinsip good governance. 

  Dimana Pengabdian ini berjalan melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan, 

yang secara holistik bertujuan untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan keterampilan aparatur 

desa.  Dan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  ini  memperoleh hasil diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait Prinsip-prinsip Good Governance 

(transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas)[12]  

2. Peningkatan penggunaan keterampilan Penggunaan alat bantu digital sederhana untuk surat 

menyurat dan data warga.[8] 

3. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat  yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sosialisasi dan penyuluhan,[13] yaitu memberikan wacana dan arahan terkait Pengertian, 

Prinsip, Manfaat dan Tantangan dalam tata kelola desa   

b. Pelatihan, yaitu mencakup pengetahuan dan pemahaman terkait Prinsip-prinsip Good 

Governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas).[14] 

c. Diskusi dan Evaluasi Bersama 

Secara keseluruhan, program ini telah berhasil mengubah tantangan di Desa Pameuntasan 

menjadi peluang. Kurangnya kompetensi diatasi dengan pelatihan yang terstruktur, yang kemudian 

menumbuhkan pemahaman akan good governance. Hasil akhirnya adalah peningkatan kapasitas 
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yang tidak hanya berdampak pada kinerja individu, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan desa 

secara keseluruhan. Program ini berhasil menempatkan desa pada jalur yang lebih baik menuju 

pembangunan yang berkelanjutan. 

 

Gambar 1. Sosialisasi Tata Kelola Pemrintahan Desa Pameuntasan 
 

  Adapun  luaran yang sudah berhasil dicapai dalam  rangkaian  kegiatan  keseluruhan  

Pengabdian Kepada Masyarakat  terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa Pameuntasan Kecamatan 

Kutawaringin Provinsi Jawa barat adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.  Luaran Mitra 

Tahapan Tujuan Utama Ouput 

Sosialisasi Membangunan pemahaman dan komitmen 

awal 

Dukungan aktif dari 

mitra 

Pelatihan  Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan Aparatur Memahmi 

Konsep 

Diskusi dan Evaluasi  Memastikan Keberlanjutan dan tidak Lanjut Rencana aksi mandiri 

oleh desa 

4. Kesimpulan 
Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Pameuntasan dengan fokus pada 

tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan kegiatan yang telah 

dilaksanakan, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa Tingkat pemahaman perangkat desa terhadap 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi mengalami peningkatan setelah diberikan pelatihan dan 

pendampingan. Kesiapan administratif dan kelembagaan di tingkat desa masih memerlukan 

pembenahan, terutama dalam hal dokumentasi, perencanaan, dan pelaporan kegiatan pemerintahan 

desa. Kegiatan pengabdian ini telah mendorong partisipasi aktif perangkat desa dalam menyusun 

perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih partisipatif serta berbasis data. Keterbatasan 

sumber daya manusia dan minimnya pelatihan sebelumnya menjadi tantangan utama dalam tata 

kelola pemerintahan desa yang efektif. 
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